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Perspek
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Jadi Ruh

UU TPKS

Penegak hukum, baik

di kepolisian, kejaksaan,
maupun kehakiman,
harus mendapatikan
pembelalan tambahan
dalam menangani kasus
kekerasan seksual
Penanganan kasus
dengan paradigma lama
sebelum ada UU TPKS
harus ditinggalkan.

M lasar AL MacHmub
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ETELAH enam tahun masyarakat
K

Undnngtndang Tindak Fiaana
Kekerasan Seksual (TPKS) yang
dibahas pemerintah fdan DPR R disah-
kan menjadi undang-undang pada 12
April 2022 lalu
Hal it bulean berardd otomatls pe-
nanganan ka
kekerasan seksu
5. Fasalnya
arus dilakukan pemerinian ter

engemban fungsh
1 TERS

Pemerintah secepatnya harus me-
nyusun peraturan pelaksanaan UU TPKS

dalam bentul BETAturan p

ak=i pencegahan kekerasan seksual.”

kata kormisioner Komnas Perempuan Si
Aminah Tardi kepada Media Indonesia,
Selasa (1974

Terdapac enam aturan frunan yang

=8

terpadu, perpres tentang pendidikan
dan pelatihan bagh apara cgak
hukum dan tenaga Layanan. Terakhi
wakni perpres tentang kebijakan nasional
pemberantasan tindak pidana kekerasan
seksual,

Menurut Siti. sebenarnya saal ini su-
dah ada sarana dan prasarana pemenuh-
an hak-hak korban, seperti LPSK, UPTD
PPA atan PZTP2A. KPPA sebagal rujuka:
Bkhix kmsins kekoesmian SetHarinp pebemt
puan dan anak, fuga lembaga layanan
berbasis masyarakat.

Di aparat penegak hukum (APH) juza
sudah ada Unit PPA di kepolisian dan
telah ada kehijakan-kebijakan internal,

Momor 1 Tahun 2021 d

ma Nomor 3 Tahun 2017, Madalita
tersebut dapat difungsikan secara mak-
simal sambil menunggu sistem layanan
terpadu dark aturan tarunan UU TRKS
Benar-benar terbentuk, baik di tingkar
daerah maupun nasional. “Karena sistem
layanan terpad 2
tetap menday

Kehadiran UU TPKS tersebut diharap-
lean bisa mengakomodass selurah L
poran korb: £
inzat masih banyak kasus ditemulca;
bahwea ketika korban kekerasan sek
melapar ke APH.laporan tersebut ditolak
dengan alasan kurangnyva alat bukt
Kini, satu alat bakii saje sudab culerp
untuk membuat laparan. Namu

it perlu disdakon pelatihan kepada
kepalisian untuk menerima laporan ter-
sebut serta mengarahkan korban untuk
memilih pendamping
“Tidak hanva kepalisian, namun jaksa,
advolat, dan halim juga perlu pelatifan
karena selain sistem pembuk
Tk atas informasi dan rest
suk perilaku dalam memeriks
A HTtdk kepoliainn bl ada
eraturan internal untuk pemeriksaan
perempuan yang berhadapan dengan
hukum. jads,

© penyelenggaraan
um acara perlu secara detail dijelas-
kan dalam aturan turun.
Luluk menjelaskan bahwa UUTPKS it

meliputl penatdiian,
10 alum hingga

d
sarana dan prasarana |1uhLL
ni menurut saya akan .w-npd. kab«r

Dagt pibak yang
am UU ini ada situasi pemberatan
rang bisa diterapkan kepada pelaku

Salah satumnya, kalau ku kekerasan

sual dilakiikan sleh pendidk, desen,
priabat publik. lembaza yang diberikan
kepercayaan atau lainnya. hukumannya
diambahkan sepertiga dari hukuman
pokok.

“Ini perjuangan bersama karena su-
dah mampu menghadirkan UL yang

b

menghargai martabat manusia da

n

kepada korban kekerasan seksual yang
selama ini berada di dalam gelapnya
sendiri. Mungkin bisa menyembuhkan
luka trauma bagi para korban (yangl
sn-tahun lalu pernah rerjadi dapat
terabati,” runsrmya

Kasus di dunia maya
UL TPKS menjadi salah satu regulasi
vang komprehensif membahas perma
salahan terking, rermasuk penceganan
Releerbann selstial fdimim miava Dalan
Pasal 14 ayar {2} dijelaskan
balive dengrr: \a\-nn [Jomcr:wa'\ pene
ancam.
atau m
video, tangkapan la
yane bermuatan seksual, dapat dipidana
enam tahun dan denda Rp300 juta
Fengurus Lembaga Bantuan Hukum
Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Ke-
adilan (LEH APIK) Asniloy: amanik
menjelaskan bahwa kelkerasan seksual di
dunia mayn. terutama revenige par ata:

seksual dengan motif ]
ng reriadi dalam ks
teralkhir.

tahu
“Kalau dari caratan lembaga lay

dalam 3 tahun terakhbir Ban

ningkac
ban kuk“
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